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ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis disposisi dalam pelayanan publik oleh di Sekretariat Daerah Kabupaten Majene,
mengetahui dan menganalisis sosialisasi dalam pelayanan publik oleh di Sekretariat Daerah Kabupaten Majene serta Untuk mengetahui
dan menganalisis penggunaan sumber daya dalam pelayanan publik oleh di Sekretariat Daerah Kabupaten Majene. Dalam penelitian ini
digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriftif. Data diperoleh dari sejumlah informan yang terdiri atas: kepala Sekertariat
Kabupaten Majene, Kepala Bagian pelayanan, Pegawai dan Masyarakat Kabupaten Majene.Hasil dari penelitian ini yakni: 1. Disposisi
dimana pelaksana kebijakan maupun masyarakat sangat mendukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang
memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi; Sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Sekertariat Daerah
Kabupaten Majene telah optimal dan cukup memadai. Dimana sumber daya manusia yang cukup, penyampaian informasi yang memadai,
pembagian peran yang sesuai dengan tanggung jawab pegawai dan fasilitas yang mendukung. Sedangkan Sosialisasi dalam pelaksanaan
pelayanan publik dengan penyampaian informasi dengan baik kepada masyarakat diperlukan adanya media yang tepat, baik berupa media
cetak maupun media eletronik baik berupa koran, internet, brosur, leaflet dan sebagainya yang mana didalam mengkomunikasikan lewat
berbagai media tersebut dapat memberi informasi pada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

The purpose of the research is to find out and analyze the disposition in public services by the Majene Regency Regional Secretariat; To
find out and analyze socialization in public services by the Regional Secretariat of the Regency of Majene and to find out and analyze the
use of resources in public services by the Regional Secretariat of the Regency of Majene. In this study a qualitative approach was used
with descriptive method. Data were obtained from a number of informants consisting of: the head of the Majene Regency Secretariat, the
Head of Services, the Employees and the Community of Majene Regency.The results of this study are: 1. Disposition where policy
implementers and the community strongly support the implementation of public service policies that facilitate the public in accessing
information; Resources in the implementation of public services in the Regional Secretariat of Majene Regency have been optimal and
sufficient. Where sufficient human resources, adequate delivery of information, division of roles in accordance with the responsibilities of
employees and supporting facilities. Whereas socialization in the implementation of public services by delivering good information to the
public is necessary for the existence of appropriate media, both in the form of printed media and electronic media in the form of
newspapers, internet, brochures, leaflets and so on which in communicating through various media can inform the public.
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PENDAHULUAN kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu
sebagai landasan untuk mewujudkan good governance
tersebut dengan 3 (tiga) pilar utamanya yaitu Pemerintah,
Swasta dan Masyarakat (Santoso, 2000: 49). Syarat mutlak
bagi terciptanya Good Governance, paling tidak meliputi
transparansi, akuntabilitas dan pemerintahan yang parti-
sipatif, sehingga pelaku birokrasi akan mampu melak-
sanakan fungsinya dalam kerangka good governance.
Dalam melakukan pelayanan kepada publik, tentu diper-
lukan prosedur dalam pelaksanaannya agar proses pela-
yanan bisa berjalan tertib dan sesuai aturan. Prosedur dapat
diartikan sebagai suatu rangkaian cara yang disatukan dan
menjadi pola yang tetap dalam pelaksanaan setiap peker-
jaan dan menjadi acuan bagi setiap pegawai untuk melak-
sanakan pekerjaannya, baik pada organisasi peme-rintah
maupun pada organisasi swasta. Prosedur yang disusun
dengan tepat tentu akan membantu membimbing pegawai

Pencapaian pelayanan Publik yang akan di laksanakan
oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Majene harus dapat
terealisasi secara efektif dan effisien, berdasarkan kebu-
tuhan arah pembangunan yang akan menunjang pelaksa-
naan program SKPD Pelayanan publik merupakan pem-
berian layanan (melayani) keperluan orang atau masya-
rakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dije-
laskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang
lain sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan
(mengurus) apa yang diperlukan seseorang.

Melihat hal tersebut kemampuan aparatur harus terus
menerus ditingkatkan, guna menyeimbangkan dengan
potensi akan sumber daya alam daerah serta topografi ling-
kungan tempat masyarakat tinggal, dalam peningkatan
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dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga tidak salah
langkah, pembagian kerja dan frekuensi kerja diatur dengan
sebaikbaiknya serta menghindari adanya pekerjaan yang
tumpang tindih antar bidang dalam mencapai tujuan orga-
nisasi.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan
menganalisis disposisi sosialisasi dalam pelayanan publik
oleh di Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, dan untuk
mengetahui dan menganalisis penggunaan sumber daya
dalam pelayanan publik oleh di Sekretariat Daerah Kabu-
paten Majene.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini
metode kualitatif ~denganjenis penelitian  deksriptif.
Menurut Irawan (2006 : 60), penelitian deskriptif adalah
penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menje-
laskan sesuatu hal seperti apa adanya. Menurut tingkat
penjelasaannya, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk
mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam
mengeksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau fakta
tentang implementasi pelayanan publik. Instrumen pene-
litian dalam tradisi penelitian kualitatif adalah manu-
sia/orang yakni peneliti sendiri dengan menggunakan alat
bantu berupa catatan, tape recorder, dan tustel (Kamera).
Catatan, tape recorder, dan tustel hanya digunakan sebagai
alat bantu dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu,
sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan pema-
haman makna data yang peneliti peroleh di lapangan. Jadi,
instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah
orang/manusia sedangkan alat bantu seperti catatan dan
lainnya hanya merupakan “senjata” pelengkap. Karena
peneliti sebagai instrumen dalam penelitian ini, maka pene-
liti mempersiapkan diri dengan mencari senjata yang tepat,
sehingga dengan menggunakan senjata itu peneliti dapat
mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Sebagai
instrumen penelitian, maka peneliti: 1). Telah mempe-
rsiapkan rancangan penelitian, menentukan lokasi pene-
litian, menjajaki dan menilai fisik lapangan, menentukan
informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan me-
nyiapkan diri untuk beradaptasi dengan suasana kehidupan
subjek penelitian. Inilah yang peneliti sebut dengan tahap
pra lapangan, 2). Terjun ke lapangan untuk mengumpulkan
data/informasi melalui wawancara dan observasi serta studi
dokumentasi dengan menggunakan ‘“senjata” yang telah
disiapkan seperti catatan, rekaman (tape recorder) dan bila
perlu kamera untuk mengabadikan semua kegiatan yang
dilakukan oleh subjek penelitian. Berkenaan dengan alat
“senjata” dalam penelitian, Sugiyono (2005: 81-82) menga-
takan bahwa alat bantu berguna agar hasil wawancara dapat
terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah
melakukan wawancara kepada informan atau sumber data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah versi Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh
Rohidi menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam
penelitian kualitatif melalui beberapa tahap, yakni sebagai
berikut: 1. Reduksi data yaitu proses penyeleksian, pem-
fokusan, penyederhanaan dan pengelompokkan data yang
telah diperoleh ketika melakukan penelitian, dan 2. Penya-
jian data yaitu menyajikan data dari hasil reduksi data
dalam laporan secara sistematis agar mudah dibaca atau
dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-ba-

giannya dalam konteks sebagai suatu kesatuan. Penarikan
kesimpulan yaitu paparan atau penjelasan yang dilakukan
dengan melihat kembali pada data reduksi maupun pada
penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak
menyimpang dari data yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai langkah dalam penyajian data, maka peneliti
pada tahap ini akan menguraikan hasil penelitian yang
diperoleh di lapangan pada saat penelitian berlangsung,
selanjutnya hasil temuan di lapangan akan disesuaikan
dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Pada pene-
litian ini, peneliti akan memfokuskan pada pelaksanaan
pelayanan publik berdasarkan George Edward Ill yang
mengukur implementasi kebijakan dengan 3 faktor yaitu
disposisi, sumber daya dan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa, sikap jujur telah ditunjukkan oleh
pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarkat.
Sikap jujur yang ditunjukkan baik dalam hal waktu
pelayanan dan lamanya proses pelayanan yang dibutuhkan
oleh penikmat layanan publik dalam hal ini masyarakat
secara umum. Untuk menguatkan hasil wawancara, maka
dilakukan observasi mengenai sikap jujur pegawai, maka
diperoleh hasil bahwa pegawai dalam memberikan layanan
selalu menyampaikan kepada masyarakat tentang berapa
lama pengurusan yang dilakukan dapat selesai.Disamping
itu, tidak terdapat perbedaan pelayanan antara masyarakat
secara umum maupun pegawai ASN lainnya.

Watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh
implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka
dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti
apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika
implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda
dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi
kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dalam pelayanan publik, sumber daya manusia
implementornya sudah memadai dalam menjalankan pro-
ses-proses yang seharusnya dilaksanakan guna menyam-
paikan isi dari kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan
publik. Jika isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara
jelas, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya
untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan
efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya
manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya
financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk imple-
mentasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya,
kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
Hasil wawancara di atas, didukung oleh hasil observasi
yang dilakukan oleh peneliti, dimana SDM yang dimiliki
oleh Sekertariat Daerah sudah memadai dalam menjalankan
proses pelayanan yang sesuai dengan kebijakan yang
berkaitan dengan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat
disimpulkan bahwa: informasi dalam implementasi pela-
yanan publik sudah cukup memadai sebagai bahan acuan
pelaksanaan kebijakan dimana pola komunikasiantara pega-
wai dengan masyarakat sangat lancar, haltersebut dikare-
nakan tidak terdapat kesalahan pada penyampaian pesan
dan penerimaan pesanoleh pegawai kepada masyarakat.

40



Implementasi Pelayanan Publik Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Majene

(Abrar, Juharni, Nurmi Nonci)

Dari hasil wawancara di atas, diketahui setiap aparat
pelaksana kebijakan mempunyai peran dan tanggung jawab
masing-masing sesuai kewenangan dari instansi pelaksana
kebijakan yang telah ditetapkan. Pembagian peran dimak-
sudkan untuk mempermudah implementasi pelayanan
publik dan mengurangi tingkat kesalahan dalam menja-
lankan kebijakan serta mengefisienkan waktu karena
pekerjaan dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing.
Fasilitas yang digunakan aparat pelaksana kebijakan untuk
melaksanakan tugasnya sudah cukup memadai untuk
menunjang implementasi pelayanan publik di Sekertariat
Daerah Kabupaten Majene. Hal ini juga dibuktikan peneliti
berdasarkan hasil observasi penelitian bahwa sarana dan
fasilitas yang digunakan oleh pegawai pada bidang pela-
yanan adalah seperti Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Nama .

No. alat/sarana/fasilitas Jumlah — Kondisi
1 Kursi 80 Baik
2 Komputer 110 Baik
3 Ruang rapat 160 Baik
4 Tempat parkir 4 Baik
5  Tempat ibadah 3 Baik
6 Kursi 1 Baik

Dimensi sosialisasi ditentukan dari beberapa unsur yang
terdapat dalam komunikasi, seperti penyampai pesan, isi
pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima
pesan. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang ter-
jadi di Sekertariat Daerah Kabupaten Majene dapat dides-
kripsikan sebagai berikut :

Transmisi

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal
komunikasi pelaksana kebijakan. Menurut Edward 1l
dalam Agustino (2012:150), penyaluran komunikasi yang
baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang
baik pula. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa
transmisi atau proses penyampaian informasi dilakukan
oleh pihak Sekertariat Daerah kepada sasaran kebijakan
berjalan dengan baik dan dilaksanakannya kegiatan sosia-
lisasi adalah untuk memberikan penjelasan mengenai isi
kebijakan, tujuan serta manfaat kebijakan, agar masyarakat
mengerti kebijakan yang ada. Pelaksanaan sosialisasi kebi-
jakan yang dilakukan secara langsung yaitu dengan bertatap
muka langsung antara pegawai Sekertariat Daerah dengan
masyarakat yang bersangkutan, dan untuk pelaksanaan so-
sialisasi tidak langsung yaitu dengan menggunakan leaflet
dan pengumuman via web atau surat kabar lokal.

Kejelasan

Menurut Edward 11l dalam Agustino (2012:151)
komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-
level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan
atau tidak ambigu. Dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan
publik, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan
jelas dan dapat dimengerti maka dalam tata cara teknis
menerangkan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dalam
mewujudkan pelayanan publik, untuk penyampaian infor-
masi dengan baik kepada masyarakat diperlukan adanya
media yang tepat, baik berupa media cetak maupun media

eletronik baik berupa koran, internet, brosur, leaflet dan
sebagainya yang mana didalam mengkomunikasikan lewat
berbagai media tersebut dapat memberi informasi pada
masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa, disposisi dimana pelaksana kebijakan maupun
masy-arakat sangat mendukung dengan adanya pelaksanaan
kebijakan pelayanan publik yang memudahkan masya-rakat
dalam mengakses informasi; Sumber daya dalam pelak-
sanaan pelayanan publik pada Sekertariat Daerah Kabu-
paten Majene telah optimal dan cukup memadai. Dimana
sumber daya manusia yang cukup, penyampaian informasi
yang memadai, pembagian peran yang sesuai dengan
tanggung jawab pegawai dan fasilitas yang mendukung;
dan Sosialisasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan
penyampaian informasi dengan baik kepada masyarakat
diperlukan adanya media yang tepat, baik berupa media
cetak maupun media eletronik baik berupa koran, internet,
brosur, leaflet dan sebagainya yang mana didalam
mengkomunikasikan lewat berbagai media tersebut dapat
memberi informasi pada masyarakat
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